BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, berakibat pada tidak semua
paket pekerjaan infrastruktur pemerintah terealisasi, sehingga banyak
penyedia barang dan jasa/kontraktor tidak mendapatkan proyek. Pada
Tahun 2021, kondisi perekonomian di Indonesia mulai membaik dan
pembangunan  infrastruktur  kembali  dilanjutkan. = Pemerintah
merealisasikan kegiatan infrastruktur mulai dari kegiatan perencanaan,
pelelangan, sampai pelaksanaan fisik konstruksi.

Perencanaan dilakukan oleh KPA/PPK diantaranya meliputi kegiatan
penyusunan Detailed Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja
(KAK), rancangan kontrak, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS
merupakan harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menghitung
HPS, KPA/PPK dapat dibantu oleh konsultan perencana yang ditetapkan
oleh KPA/PPK. Dokumen perencanaan tersebut akan menjadi dokumen
dalam pelelangan/tender. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia pada Bagian Penyusunan dan Penetapan HPS, menyatakan bahwa
tujuan penyusunan dan penetapan HPS adalah untuk menilai kewajaran
harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk
menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dan dasar untuk
menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang
kurang dari 80% nilai HPS.

Selanjutnya, dalam memilih penyedia barang dan jasa yang berkualifikasi
diperlukan proses pemilihan diantaranya pelelangan (tender). Tender
adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan,
menetapkan, dan menunjuk perusahaan yang paling layak untuk
mengerjakan suatu paket pekerjaan. Proses tender memiliki beberapa

tahapan, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, pemberian



penjelasan (aanwijzing), penyampaian, pembukaan, hingga evaluasi

dokumen penawaran. (Prihatini et al., 2017).

Pada tahap pelelangan, dokumen perencanaan yang telah direviu oleh

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) akan

ditayangkan/diumumkan pada portal Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) untuk selanjutnya disebut sebagai dokumen lelang.

Calon penyedia barang dan jasa/kontraktor akan melakukan penawaran

terhadap pekerjaan/proyek konstruksi tersebut dengan nilai penawaran

yang beragam, diantaranya sampai dengan penawaran yang terlalu rendah

(kecil dari 80% nilai HPS) atau under bid price. Pokja Pemilihan selanjutnya

melaksanakan proses evaluasi, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis,

dan evaluasi harga. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada

Evaluasi Harga — Evaluasi Kewajaran Harga, menyatakan bahwa Pokja

Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran

lebih rendah dari 80% HPS, dengan ketentuan:

1. Meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini
harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;

2. Mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk
yang tidak wajar;

3. Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga
penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

4. Harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar
kuantitas/keluaran dan harga; dan

5. Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan

maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

Tahapan evaluasi tender umumnya serupa baik itu proyek milik
pemerintah maupun swasta. Namun karena anggaran yang digunakan untuk
pengadaan proyek konstruksi di pemerintah berasal dari APBN, maka
penggunaan dana tersebut mengikuti aturan dan prosedur yang mengikat

sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga pada



pelaksanaan tender, aturan dan alternatif sistem pengadaan bersifat lebih
terbatas. Banyak negara, termasuk di Indonesia pemilik proyek umumnya
menggunakan sistem harga terendah (low bid) dalam menentukan
pemenang dalam tender proyek konstruksi. Hal ini tentu saja membuat
kontraktor perlu memiliki strategi penawaran kompetitif (competitive
bidding strategy) untuk memenangkan tender proyek. Kontraktor harus
mampu memberikan harga penawaran yang terendah terhadap nilai HPS
namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimum. (Dyah et al.,
2015).

Apabila penawaran yang terlalu rendah (kecil dari 80% nilai HPS) atau
under bid price tersebut lolos evaluasi dan dinyatakan menang tender, maka
KPA/PPK selanjutnya menetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dan KPA/PPK bersama penyedia jasa/kontraktor
menandatangani  kontrak/perjanjian kerjasama pelaksanaan proyek
konstruksi. Namun, setelah kontrak ditandatangani dan proses konstruksi
dilaksanakan, beberapa pekerjaan dengan under bid price tersebut
diantaranya berakhir dengan pemutusan kontrak.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat dengan judul “LHP atas Pemeriksaan Kepatuhan atas
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021” dan “LHP
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2021” serta data lelang pada portal LPSE, diketahui
bahwa pada Tahun 2021 terdapat 293 paket pekerjaan konstruksi dengan
pengadaan secara tender. Dari 293 paket tersebut, terdapat 81 paket
pekerjaan yang menyebabkan kerugian daerah dan potensi kerugian daerah
sebesar  Rp1.935.987.094,02, kekurangan  penerimaan  sebesar
Rp9.660.218.603,31, serta 8 paket diantaranya mengalami pemutusan

kontrak, dengan rincian pada Tabel 1.1 berikut.



Tabel 1.1 Permasalahan Proyek Konstruksi pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Jumlah Proyek

No. Uraian %
Konstruksi

1  Pekerjaan konstruksi yang mengalami kerugian 50 17,06
daerah  dan/atau potensi kerugian daerah
dikarenakan kekurangan volume dan
ketidaksesuaian spesifikasi

2 Pekerjaan konstruksi dengan under bid price yang 18 6,14
mengalami kerugian daerah dan/atau potensi
kerugian daerah dikarenakan kekurangan volume
dan ketidaksesuaian spesifikasi

3 Pekerjaan konstruksi yang mengalami pemutusan 8 2,73
kontrak

4  Pekerjaan konstruksi dengan under bid price yang 5 1,71

mengalami pemutusan kontrak

Pada akhir Tahun 2021, terdapat 8 (delapan) pekerjaan konstruksi dari

yang berakhir dengan pemutusan kontrak. Atas 8 (delapan) pekerjaan

tersebut, 5 (lima) paket pekerjaan diantaranya merupakan pekerjaan yang

terkontrak menggunakan nilai penawaran yang terlalu rendah (kecil dari
80% nilai HPS), yaitu:

1.

Pekerjaan Rehabilitasi Pagar Kantor DPRD dengan nilai kontrak sebesar

Rp1.485.121.673,68 atau 74,29% dari HPS sebesar Rp1.999.188.855,38;

. Pekerjaan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Air

Manis dengan nilai kontrak sebesar Rp1.029.611.913,00 atau 74,89% dari
HPS sebesar Rp1.374.821.140,00;

. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sungai Aro dengan nilai

kontrak sebesar Rp1.086.468.337,68 atau 76,10% dari HPS sebesar
Rp1.427.682.456,20;

. Pembangunan Prasarana Sungai Batang Pulau dengan nilai kontrak

sebesar Rp1.731.247.839,78 atau 77,48% dari HPS sebesar
Rp2.234.495.615,00; dan



5. Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lumpo dengan nilai kontrak
sebesar Rp1.688.543.986,28 atau 75,72% dari HPS sebesar
Rp2.230.041.836,00.

Dalam laporan tersebut juga diungkap bahwa pemutusan kontrak pekerjaan
berakibat pada hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat tepat waktu, risiko penurunan kualitas pekerjaan yang
terbengkalai sampai pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali, dan risiko
kerugian daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan menganalisis nilai penawaran
terlalu rendah yang berdampak terhadap pemutusan kontrak dan risiko
kerugian daerah serta hubungan antara permasalahan penetapan harga
penawaran dengan penyebab terjadinya pemutusan kontrak. Hal tersebut
perlu dilakukan agar kejadian pemutusan kontrak dapat dihindari dan hasil

pelaksanaan proyek konstruksi dapat selesai dan segera dimanfaatkan.

1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan hubungan kausalitas antara permasalahan under bid price

dengan pemutusan kontrak dan risiko kerugian daerah.

1.3 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca
tentang hubungan under bid price dengan pemutusan kontrak serta

dampaknya terhadap risiko kerugian daerah.

1.4 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi hanya pada pekerjaan konstruksi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.



